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ABSTRAK 
Berubahnya konstitusi Belanda pada tahun 1848 memiliki 
dampak yang signifikan terhadap tanah jajahannya di Hindia 
Belanda. Yaitu perubahan penataan sistem sosial dan hukum, 
termasuk didalamnya hukum Islam. Beberapa pranata Islam 
diatur dan masuk dalam politik hukum pemerintah colonial, 
salah satunya adalah pegadilan agama. Pengadilan agama di 
Hindia Belanda sudah ada semenjak sebelum pemerintah 
kolonial dating ke Hindia Belanda. Setelah Belanda datang dan 
dengan adanya perubahan konstitusi 1848 terjadi perubahan dan 
dinamika, khususnya  terhadap pengadilan islam yang diatur 
dalam agenda politik hukum. 
 Penelitian ini mengajukan tiga identifikasi masalah yang 
dibahas: 1). Latar Belakang pembentukan pengadilan agama 
oleh pemerintah colonial. 2) Dinamika peradilan agama selama 
kurun waktu 1889-1942 3). Implikasi eksistensi pengadilan 
agama terhadap perkembangan hukum islam di Hindia Belanda. 
 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode pendekatan yuridis historis. Data yang 
didapat berasal dari kepustakaan yang brsifat primer, sekunder. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1).latar belakang 
pembentukan pengadilan agama oleh pemerintah kolonial  
adalah salah satu ekses atau akibat dari pemberlakuan kebijakan 
baru di tanah jajahan dan politik etis. Politik dualisme hukum 
yang memberikan ruang berlakunya hukum adat dan Islam juga 
turut melatarbelakangi pembentukan pranata pengadilan agama, 
meskipun secara regulasi terdapat perbedaan dengan yang 
berlaku di Jawa dan Madura. 2). Dinamika eksistensi pengadilan 
agama Pada fase awal antara 1848 sampai 1889, pengadilan 
agama di Jawa dan Madura memiliki insitusi yang masuk dalam 
pengadilan resmi pemerintahan dengan penghulu sebagai 
hakimnya, namun diluar Jawa dan Madura eksistensi dan tata 
organisasi peradilannya diserahkan kepada masyarakat, dan 
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Pengaruh pengadilan agama terhadap dinamika hukum islam 
sangat bergantung pada ulama dependen yang bekerja pada 
pemerintah  
 




A. Latar Belakang 
Hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat 
erat dan merupakan unsur yang mutlak dalam masyarakat 
yang teratur. secara sistematik dapat dikatakan bahwa 
kekuasaan merupakan suatu fungsi dari masyarakat yang 
teratur.1 Proses kebijakan mengatur masyarakat dalam suatu 
tatanan yang teratur pada kelanjutannya mengarah kepada 
pembentukan politik hukum sebagai arah kebijakan penguasa 
sebagai pemegang otoritas dalam Negara.  
Sebagai bekas Negara koloni penjajah Belanda, 
Indonesia (dahulu Hindia Belanda) memiliki warisan sistem 
hukum yang identik dengan karakteristik model hukum 
Eropa Kontitental, sejak pemerintah kerajaan Belanda 
mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda dari tangan VOC 
di paruh abad 18 pola kekuasaan berubah secara signifikan.2 
Pemerintah kolonial Belanda secara bertahap mulai 
menerapkan sistem hukum secara sistematis sebagai bagian 
dari daerah kekuasaannya, dan dengan demikian politik 
hukum sebagai arah kebijakan hukum sudah berlangsung. 
Usaha penerapan sistem hukum di Hindia Belanda 
pada dasarnya pernah dilakukan oleh VOC dengan mencoba 
kengklasifikasikan hukum sesuai dengan karakteristik hukum 
lokal (hukum adat) yang terbagi dalam empat kategori:3 
1. Tahun 1750 Compendium Mogharraer yang memuat 
hukum pidana jawa dan beberapa hukum pidana islam 
                                                 
1 Mochtar Kusumaatmadja, Arief B.Sidharta, Pengantar 
Ilmu Hukum, (Bandung:Alumni, 2000), hlm.41 
2J.S Furnivall, Studies in The Social and Economic 
Development of The Netherlands East Indies IIb, An Introduction to 
The History of the Netherlands India, 1602-1836, (Rangoon, 1934), 
hlm16  
3 Muhammad Bushar, Pengantar Hukum 
Adat,(Ichtiar,1961),hlm.57 
 
  3 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
2. Tahun 1759 disahkan Compendium Clootwijk yang 
mencatat hukum adat yang berlaku di Bone dan Goa 
3. P ada Tahun 1760 dikeluarkan Compendium Freijer 
mengenai hukum islam mengenai kewarisan, nikah, dan 
talak.  
4. Tahun 1757 dibuat Pepaken Cirebon (dalam bahasa lokal) 
disahkan oleh Peter Cornelis Hasselaer yang berisi tentang 
hukum adat yang akan menjadi pegangan bagi hakim 
dalam memutuskan perkara di Cirebon.  
Usaha pengkalisfikasian hukum tersebut berlanjut 
ketika kekuasaan berada pada pemerintah kolonial Belanda, 
dan Usaha saat itu masih serupa, mengkodifikasi dan 
mengklasifikasikan hukum yang hidup di Hindia Belanda. 
Tatkala perubahan konstitusi di negeri Belanda berlangsung 
di tahun 1848, maka kebijakan politik hukum di hindia 
Belanda pun turut berubah, dan salah satu kebijakannya juga 
terkait dengan arah politik hukum islam sebagai hukum yang 
dianut oleh sebagian masyarakat pribumi di Hindia Belanda.  
Kebijakan pemerintah untuk menyeragamkan 
kebijakan hukum dan politik sebagaimana yang terjadi di 
negeri Belanda menuai konflik dikalangan para birokrat dan 
ilmuwan di Hindia Belanda, sehingga menimbulkan 
ketidaksepahaman paradigma politik hukum, terutama 
terhadap islam. Para birokrat menginginkan sebuah unifikasi 
hukum secara utuh, sedangkan kalangan ilmuwan 
berkehendak adanya pembedaan sistem hukum dikalangan 
pribumi dan non pribumi atau dualisme hukum. Perbedaan 
pendapat juga terjadi di kalangan ilmuwan seperti yang 
terjadi antara L.W.C van Den Berg yang mengeluarkan teori 
Receptie in Complexu yang menyatakan bahwa hukum adat 
adalah hukum yang telah diresepsi oleh hukum Agama 
(1847-1878),4 dan van Vollenhoven menolaknya secara tegas 
dengan teori receptie in contrario yang menyatakan bahwa 
hukum adat yang ada di Hindia Belanda bukan berasal dari 
Hukum Islam, tetapi dari peradaban Melayu Polinesia yang 
ditambah dengan unsur-unsur agama yang juga berarti 
hukum Islam bersifat subordinat.5 
                                                 
4 Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, 
(Jakarta:Rajawali, 1981), hlm. 66 
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Terlepas dari perdebatan unifikasi dan dualism sistem 
hukum, pemerintah ahkhirnya menerapkan dualism sistem 
hukum semu. Dualisme hukum semu membiarkan dua sistem 
hukum yang ada, yaitu hukum Belanda dan hukum pribumi 
yang dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah Islam. 
Pemberlakuan ini bukan semata-mata karena Belanda 
menghargai atau mentoleransi sistem hukum diluar miliknya, 
tetapi sebagai sebuah strategi dan politik hukum agar kelak 
dikemudian hari dapat mudah dilakukan unifikasi. Dualism 
semua ini kemudian terlaksana melalui kebijakan konkrit 
Vrijwillige onderwepping dan Toepasselijk Verklaring. Dua 
kebijakan ini perlahan-lahan akan menjadikan hukum Islam 
secara khusus akan tersubordinat kepada hukum colonial 
Belanda.  
Pada kondisi pemberlakuan dualisme sistem hukum, 
pranata hukum islam secara otomatis berlaku dan diatur oleh 
pemerintah Belanda melalui aturan resmi Negara, termasuk 
didalamnya juga adalah peradilan agama. Namun, seperti 
yang dikemukakan terdahulu bahwa dualisme tersebut 
sifatnya hanyalah strategi politik hukum Islam pemerintah 
Kolonial Belanda.  
Peradilan agama sebagai institusi sentral dalam 
peradian islam memegang peranan penting dalam 
pembentukan hukum islam dan penegakannya. Peradilan 
islam dibentuk tahun 1882 melalui sebuah Staatblad No.152 
tentang pembentukan sistem peradilan Agama di Jawa dan 
Madura, melalui peraturan ini dapat diartikan bahwa 
pemerintah kolonial Belanda masih memberikan kesempatan 
kepada golongan muslim untuk memberlakukan sistem 
hukumnya, terutama dalam hal keluarga. Pembentukan 
sistem peradilan agama atau yang disebut Priesterraad  
dibentuk untuk mengadili perkara-perkara perdata yang 
terkait dengan agama Islam seperti perkawinan, perceraian, 
harta waris dan wakaf. 
Pada tahun-tahun berikutnya kompetensi peradilan 
agama mulai direduksi, dan tata laksananya mulai tidak 
bekerja dengan baik, hal ini dikarenakan beberapa sebab. 
Namun sebab utamanya adalah karena politik dualism semu 
yang kemudian pada dekade 1930 an mulai mengarah kepada 
unifikasi. Dinamika peradilan agama sebagai institusi 
penting sejak keberadaannya sampai dengan runtuhnya 
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kekuasaan Belanda di tahun 1942 memiliki dinamika dan 
implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutannya kelak. 
Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengupas dan 
meneliti perkemnbangan dan dinamika institusi ini dalam 
bingkai politik hukum dualism pemerintah colonial Belanda. 
 
B. Identifikasi Masalah  
Beberapa permasalahan akan menjadi fokus penelitian ini, 
yaitu: 
1. Apakah Latar Belakang Pembentukan Peradilan Agama 
Oleh Pemerintah Kolonial Belanda ?  
2. Bagaimanakah Dinamika Peradilan Agama dalam bingkai 
politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda? 
3. Bagaimana implikasi eksistensi peradilan agama terhadap 
perkembangan hukum Islam pada masa Hindia Belanda? 
 
C. Tujuan Penelitan  
1. Mengetahui Latar belakang pembentukan Peradilan 
Agama oleh Pemerintah Kolonial Belanda?  
2. Mengetahui Dinamika Peradilan Agama dalam bingkai 
politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda  
3. Mengetahui implikasi eksistensi peradilan agama terhadap 
perkembangan hukum Islam pada masa Hindia Belanda 
 
D. Posisi Peradilan Agama dalam Politik Hukum Hindia 
Belanda 
Berlakunya dualism hukum di Hindia belanda, memaksa 
juga adanya lembaga peradilan yang bersifat dualism. Artinya 
diperlukan sebuah lembaga penegakan hukum yang menangani 
perkara-perkara yang timbul, baik dari kalangan pribumi maupun 
non pribumi. 
Seperti diketahui dalam politik dualism penggolongan 
rakyat dibagi atas tiga golongan utama, yaitu priumi Eropa, dan 
timur asing. Masing-masing golongan memiliki lembaga 
peradilan yang menangani perkara hukum diantara mereka. Pada 
golongan pribumi terdapat beberapa peradilan yang menaungi, 
yaitu peradilan pribumi, peradilan Agama, dan peradilan Desa. 
Seluruh bentuk peradilan tersebut pada dasarnya 
mengambil bentuk asal dari tradisi masyarkat yang berkembang, 
salahsatunya adalah peradilan agama. Peradilan agama atau yang 




  Vol. 11 No.1 Januari-Juni 2020 
sebenarnya muncul sejak masa sebelum Belanda menginjakan 
kekuasaan di Hindia Belanda. Akibat dari politik dualism hukum 
yang menjadi politik hukum pemerintah colonial Belanda, maka 
mempertahankan sistem peradilan islam adalah sebuah 
konsekuensi. Karena hukum islam pada konteks dualisme hukum 
adalah hukum adat yang berkembang di masyarakat. 
Pembentukan Pengadilan Agama pada awal masa 
penataan hukum di Hindia Belanda masih menggunakan institusi 
lokal yang ada di masyarakat. Karena itu terdapat beberapa 
bentuk Peradilan di seluruh Hindia Belanda, seperti:6 
1. Pengadilan Agama yang berkembang di tanah Gajo, Alas dan 
Batak di Sumatera Utara, sebagian besar dari Sumatera 
Selatan, Bangka Belitung, Minahasa, yang hanya mengenal 
segolongan pegawai agama yang diserahi pemeliharaan 
masjid, perkawinan, dan pekerjaanlain-lain untuk menepati 
syara’ islam, akan tetapi di samping itu tidak melakukan 
kekuasaan kehakiman. Karenanya jika terdapat sengketa 
perkawinan dan permasalahan agama lainnya akan diadili 
oleh pengadilan Gubernemen atau pengadilan Pribumi. 
2.  Bentuk kedua terjadi di daerah Aceh, Jambi, Sambas, 
Pontianak, daerah-daerah pantai Kalimantan Tenggara, 
Sulawesi Selatan, Terenate, dan Ambon. Terdapat juga 
pegawai-pegawai Mesjid dan hakim agama yang disebut 
“kadi”. 
3. Selain itu ada bentuk selanjutnya di Minangkabau, sengketa 
dan urusan agama diselesaikan melalui rapat nagari dari 
setiap kepala-kepala nagari, pegawai masjid, dan alim ulama. 
Siding tersebut selalu dilakukan pada hari jum’at dan disebut 
dengan “sidang jum’at”. 
4. Untuk daerah Jawa dan Madura, yang juga menjadi daerah 
pusat pemerintahan Hindia Belanda, terdapat institusi  
Pengadilan Agama, namun hakim-hakim agama yang 
mengadili perkara agama secara khusus tidak ditemukan. 
Karenanya jika terdapat perkara agama akan diadili oleh 
seorang “Penghulu”. 
Memang dalam pengaturan Regualsi Pengadilan Agama, 
Indische Staatsregeling (IS) mengatur bahwa terdapat hakim 
agama yang khusus memeriksa perkara agama, itu pun jika 
                                                 
6Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke II, 
(Jakarta: Pradnya Paramitha, 1965,)  hlm. 93  
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dikehendaki untuk diselesaikan melalui agama dan dikehendaki 
pula oleh hukum adat setempat. Aturan ini diatur dalam pasal 134 
ayat 2 IS. ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama adalah 
pengadilan khusus yang mengurusi urusan khusus, disamping 
juga akibat dari politik Snouck Hurgronje yang menadahulukan 
hukum adat disbanding hukum agama.  
 Dengan ketentuan IS yang demikian maka Pengadilan 
agama adalah: 
1. Mengurusi perkara yang terjadi antara orang islam saja. 
2. Perkara agama yang dihadapi disetujui oleh hukum adat 
untuk diajukan ke Pengadilan Agama 
3. Tidak ada aturan atau Ordonansi yang mengatur untuk 
menarik hakim agama dari suatu perkara agama.  
Seluruh ketentuan yang terjadi mengenai Pengadilan 
Agama adalah akibat dari politik hukum dualism sistem hukum 
yang pada dasarnya bersifat semu, artinya bahwa pemerintah 
Kolonial Belanda sedang menjalankan politik hukum unifikasi 
yang perlahan-lahan. 
Menurut pasal 34 ayat 2 IS dinyatakan bahwa untuk di 
luar Jawa dan Madura maka lazimnya perkara agama diserahkan 
kepada hakim agama, Kadi, atau semacamnya, namun untuk di 
Jawa dan Madura maka kompetensi absolut Pengadilan agama di 
daerah tersebut mengacu kepada Koninklijk Besluit (KB) tanggal 
19 Januari 1882, No.152. 
Dalam ketentuan KB 1882 No.152 tersebut maka 
pengadilan di Jawa dan Madura memiliki wewenang untuk 
mengadili sengketa perkawinan, perceraian, hukum waris, dan 
wakaf. Kompetensi absolut tersebut diubah dengan Staatblad 
(SB) No.116 tahun 1937 yang menarik sengketa waris dan wakaf 
dari kewenangan Pengadilan Agama.  
Ketentuan lahirnya  SB,  berdasarkan penelaahan dari 
panitia yang khusus membahas eksistensi Pengadilan Agama di 
tahun 1922. Menurt mereka dan beberapa hakim Gubermen 
bahwa hukum waris dan wakaf Islam tidak memenuhi rasa 
keadilan yang ada di masyarakat, dan pada prakteknya 
masyarakat di Jawa dan Madura menggunakan hukum adat 
mereka dalam perkara-perkara waris dan wakaf.  
Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda mengambil 
tindakan berupa penarikan perkara warisan dari kekuasaan raad 
agama itu sebabnya di Jawa dan Madura seperti hasil dari panitia 
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islam dan wakaf islam tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Namun untuk di Kalimantan ada aturan tersendru untuk 
organisasi dan kompetensi hakim agama yang diatur dalam 
ordonansi tanggal 9 Desember 1937, Stbl. No.638 1937. Begitu 
juga untuk daerah-daerah lainnya memiliki aturan yang berlainan 
yang diatur lebih lanjut oleh Ordonansi. 
Untuk susunan organisasi dan tatanan pengadilan agama 
di Jawa dan Madura menggnakan aturan Stbl. No.152 1882 yang 
kemudian diubah dengan Stbl. No,116 dan 610 Tahun 1937. 
Sejatinya pengadilan agama di Jawa Madura berada dalam 
lingkungan pengadilan Gubernemen, dan dilakukan oleh Rad 
agama (Priesterraad) dan Mahkamah Islam tinggi (Hof voor 
Islamietsche Zaken) pada tingkat banding. 
1. Rad Agama (Priesterraad) 
Raad Agama adalah majelis kehakiman terdiri atas 
“penghulu” Landraad (yaitu penasihat islam pada landraad) 
terdiri dari ketua dan terdiri dari sekurang-kurangnya tiga 
orang pegawai anggota, dan sebanyak-banyaknya delapan 
pegawai. Pegawai-pegawai tersebut diangkat oleh residen 
atau gubernur (untuk di Surakarta dan Yogyakarta). 
Adapun kompetensi pengadilan ini memeriksa 
sengketa-sengketa antara suami-isteri islam dan perkara-
perkara lainnya antara orang-orang islam mengenai 
perkawinan dan perceraian, namun untuk gugat dan 
pembayaran sejumlah uang dan untuk penyerahan benda atau 
barang tertentu akan termasuk kekuasaan hakim biasan. 
Terkecuali adalah gugat tentang maskawin (mahar) dan 
nafkah terhadap isteri yang juga menjadi kompetensi rad 
agama. Namun demikian hal tersebut tidak berlaku apabila 
para pihak yang berperkera meskipun orang islam, menarik 
dan menundukan diri kepada hukum Eropa. 
2. Mahkamah Islam Tinggi ( Hof voor Islamietsche Zaken) 
Mengenai keputusan-keputusan rad agama, maka 
hal tersebut dapat diajukan banding kepada Mahkamah 
Islam Tinggi yang berkedudukan di Batavia (Jakarta) dan 
berlaku untuk seluruh Jawa dan Madura. Susunan 
Mahkamah ini terdiri dari seorang ketua dan dua orang 
anggota dibantu oleh seorang panitera, dan terdapat juga 
anggota pengganti dan panitera pengganti. 
Kompetensi Mahkamah ini adalah untuk memutus 
perkara banding rad agama, dan berkewajiban untuk 
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memberi nasihat kepada GUbernur Jenderal apabila 
diminta. 
 Kedua jenis pengadilan islam ini khususnya di Jaa dan 
Madura masuk kedalam sub sistem pengadilan Landraad. Karena 
secara kelembagaan Rad Agama tidak memiliki kekuatan 
mengenai putusan yang dikeluarkannya. Setiap keputuasn yang 
dikeluarkan Rad Agama dan Mahkamah bandingnya harus 
mendapatkan pernyataan dapat dijalankan “executoir” dari 
Landraad. Hal ini diatur dalam Stbl. No52 1882. Meskipun 
demikian terdapat pula kerjasama antara hakim biasa dan hakim 
agama dalam hal pemutusan sengketa tentang islam yang 
putusannya harus didahului oleh rad agama, seperti masalah 
sengketa harta perkawinan, utuk menyatakan sahnya perkawinan 
tersebut harus didahului oleh putusan rad agama.  
 Seperti yang diungkapkan di atas, terdapat panittia yang 
meninjau eksistensi rad agama, dalam temuannya juga panitia 
tersebut merekomendasikan akan mengubah tatanan organisasi 
rad agama, terutama di Jawa dan Madura. Usulannya adalah 
menjadikan hakim agama atau penghulu sebagai hakim tunggal 
“penghulu gerecht”. Usulan ini kemudian dituangkan dalam 
ordonansi tanggal 31 Januari 1931 No. 53. Dengan itu pula 
hakim-hakim tunggal yang sebelumnya tidak mendapatkan gaji 
dan hanya mendapatkan keuntungan dari ongkos perkara, akan 
mendapatkan gaji bulanan dengan landasan Staadblad tersebut. 
 Selain pengaturan rad agama di Jawa dan Madura, di 
Kalimantan juga terdapat pengaturan  rad agma yang tertuang 
dalam ordonansi tanggal 21 Desember 1937 No.638 dan mulai 
berlaku 1 Januari 1938. Menurut aturan ini rad agama di 
Kalimantan dilakukan oleh hakim tunggal yang disebut Kadi, dan 
Kadi Kepala. Kadi kepala adalah institusi pengadilan banding 
dari Kadi. Kompetensi dari pengadilan kadi ini sama dengan yang 
ada di Jawa dan Madura. 
 Berkenaan dengan posisi kelembagaan dan posisi dalam 
agenda politik hukum HIndia Belanda paling tidak ada dua fase 
kebijakan yang dilakukan oleh pemerinah Belanda, sebagaimana 
yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya. Fase pertama 
merupakan fase identifikasi, yaitu fase pemerintah colonial 
Belanda bersikap netral terhadap keberlakuan hukum islam, 
termasuk pranata pengadilan agama. Netralitas tersebut bukan 
bersifat pembebasan secara menyeluruh terhadap pengembangan 
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mekanisme alami sesuai yang berlaku di masyarakat. Secara 
teknis pemerintah Kolonial Belanda tetap memberikan 
pengawasan dan secara perlahan melakukan proses identifikasi 
kepada seluruh pranata sosial islam termasuk pengadilannya 
untuk kemudian dijadikan bahan kebijakan dalam rancangan 
politik hukumnya. Pada fase awal dapat kita ketahui berdasarkan 
Stbl.1882 dan bahkan sebelum Stbl tersebut muncul, pengadilan 
agama khususnya diluar Jawa dan Madura secara organisasi dan 
teknis pengadilan dibiarkan berjalan sesuai adat yang berlaku.  
Netralitas tersebut diberlakukan untuk melihat dan mengetahui 
pranata hukum islam yang hidup, meskipun pada keadaan 
tertentu cenderung represif.  
 Selain itu juga, perdebatan antara dualism dan unifikasi 
hukum tengah berlangsung, dimana dualism hukum menjadi 
kebijakan nasional di Hindia Belanda. Dualisme tersebut pada 
dasarnya hanya bersifat semu, yaitu membiarkan berjalannya dua 
sistem hukum namunsecara perlahan dihilangkan dengan 
menggunakan dua kebijakan, Vrijwillige Onderwepping, dan 
Toepaselijk Verklaring.  
 Dua kebijakan tersebut lahir pada fase kedua pada paruh 
Abad 19, dan datangnya gagasan Snouck Hurgronje dengan ide 
Asosiasi Pax Neerlandica yang penyatuan Hindia Belanda pada 
satu bentuk yaitu bangsa Eropa,termasuk dalam bidang hukum.  
 Lahirnya Tim yang bekerja pada 1922 untuk menganalisa 
eksistensi pengadilan agama adalah suatu bentuk usaha untuk 
mengidentifikasi dan menyegerakan unifikasi. Sehingga secra 
perlahan dan puncaknya pada tahun 1937 kewenangan 
pengadilan agama direduksi. Sehingga kedudukan pengadilan 
agama dalam politik hukum pemerintah kolonial belanda berada 
dalam agenda pengadilan yang akan direduksi dan disubstitusikan 
kedalam pengadilan Landraad.  
 Hal yang lain juga berkaitan dengan komptensi dan 
penataan organisasi pengadilan. Meskipun terdapat aturan untuk 
menata pengadilan agama, namun secara realita tidak pernah 
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